
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BONE 

NOMOR : oo8-! /HK.00.02/K.SN-03/02/2023 

TENTANG 

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SADAN 

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2023 

Menimbang 

\ 
Mengingat 

KETUA SADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE 

a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi

dan lnformasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan

Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, diperlukan tim

pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua

Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sadan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Bone tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi
dan lnformasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Bone Tahun 2023

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentar:ig Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan lnformasi Hukum Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Sadan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019

tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan lnformasi Hukum (Serita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020

tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum di Lingkungan

Sadan Pengawas Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Sadan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
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